
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/486/B.02/HK/2017
 

TENTANG
 

BASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI DAERAB
 

GUBERNUR LAMPUNG.
 

Menimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan tentang Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai 
dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan tentang Retribusi Daerah; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pe1aksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2011; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak 
Daerah dan Rancangan Peratumn Daerah tentang Retribusi 
Daerah; 

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/3386/SJ Tanggal 26 Juli 
2017 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah. 
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MEIWTUSKAN: 

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL 
RANCANGAN PERATURAN DAERAB KABUPATEN 
SEUTAN' TENTANG RETRlBUSI DAERAB. 

£VALUASI 
LAMPUNG 

KESATU Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah sebagaimana 
tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan Keputusan ini. 

KEDUA Bupati Larnpung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung 
Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Dikturn Kesatu. 

.~ 

KETIGA Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dimaksud telah 
disernpurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 
setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan 
Daerah dari Gubernur, 

REEMPAT Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disarnpaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) han setelah ditetapkan. 

ULIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI eliJakarta; 
2. Menteri Keuangan RI eliJakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan eliKalianda 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 20 September 2017 

GUBERNUR LAjqtJfNO, 

t
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : Gl486/B.02lHK/2017 
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017 

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

1.	 PERUBAHAN PERATURAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 

1 2 3 

A·tl(;A)I....1PiAUUAMI gloill~ KAliIIlPUitII.AlIPUN.. liiIJ:ro,. 

4 5 

Pemerintah Kabupaten Lampung SellItan, agar mencabut Peraturan 
Daerah KabUpaten Lampung 5elatan NOlllOl'14 Tahun 2011 tentang 
Relribusi lzin Gangguan, Ilarena dasar hukum pemberian lzin 
Ganguuan di Daerah yang diatur dalarn Peraturan Menteri Dalarn 
Negllll Hamor Xl Tahun 2009 tentang Pildoman Penetepan lzin 
Ganguuan iii Daerah sebaglimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Hamor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan 
AlasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetepan llin Ganguuan iii Daerah telah dicabut clengan 
Peraluran Menteri Dalam Hamor 19 Tahun 2017 tentang Pencabulan 
Peraluran Menteri Dalam Negeri Namor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman PenetJpan IzIn Gangguan di Daarah sebagaimana talah 
diubah dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Homor 22 Tahun 
2016 tentang Perubahan Alas Peraluran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman PenetJpan llin Gangguan 
iii Daerah 

NQMQA TANt.lN 
:riNnNQ 

PiAU8 "aW II. PIiAitft.t. Al' &P&A:ATlJAAN g "'RAW 
KA8UPA:riN IJMPUN.. liiloAlAN tlQMQA 11:rAWUtl :1011 

:riNn N" Ai:rAIIIUliIIiIN .. :MIQ.. UA'" 

2. PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERAITERA ULANG
 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 

. 

Konsiderans 
Menimbang 

a. bahwa untuk melaksananakan ketentuan Pasall10 ayal (1) hUM IUndang-
Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah, maka 
perlu mengatur P9AY919Aggilfa dan Relribusi pelayanan Tera / Tera ulang; 

a. bahwa untuk melaksananakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) 
hUM I Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Penvelenggaraan 
dan Relribusi pe!ayanan Tera / Tera ulang; 

Diktum Menimbang huruf a 
disempumakan. 

(
 



__

2 

2 

3 42 5 

Konsiderans Mengingat 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembarm I 3. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor~) ; 

t, l,IASllAS l,IA&llAS N91119f 33 l"llllwA :lQ04 kiAlllAS P9R"'~llASllA ~WllASllA 

ilAlara P91119RAlllil PlsI&ill &llA P91119RAlllllllA Q!l9FiiIl !b9111~llraA N9sara 
R9J1W~lik IA&SA8&ill l"llllwA 2Q04 NSlIIsr 1:!i, l"lllllllallllA bSlIIllllFiiA ~IS8llFii 

RSJlwlllik IA&SAS8ill NSlIIsr mili 
S UASiiIII8Io1A&llA8 NSIII9r 1~ l"llllwA 2Q11 kiAlaA8 RSIIIIlsAlwkllA PSFillWFiiA 

PeFUA&llA8 WA&llASllA (bSIII~llFiiA ~ISSllFii Rs~wlllik IA&8AS8ill l"allwA :l011 
~lsFIlsr S:l, l"8IIlllaRiiIII bSIII~llFiiA NS8llFii Rs~wlllik IAdsA98ill ~ISlIIsr i:l34); 

1Q	 b'A8aAi WASSAil ~J9JA8F ag TaAYA ;lg14 t9AtaA8 A"miRi8'~i PQIJ1QRAt8RQR 
!bsAlliaraA NS811Fii Rs~wlllik IA&SAS8illl"llllwA :l014 MQ",sr :lQ~, TlIIIlIlliRliA 
--- .. - _. _.. - --..,-- - - --...------- .. ---- "--"_. ------- --- ."bEQ~QQr;;;A NgiilQrQ AQQwtilik IRGgRAgia .hilAlHF iiQ1l' 

11. Peraturan Pemerinlah Nomor 26 Tahun 1983 tentang tar#I biaya tera 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomer 35, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana lelah 
diubah dengan peraturan pemerintah nornor 16 tahun 1986 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 

12.	 Peraturan Pemerinlah Nomor 27 Tahun 1983 tenlang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukun Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor"', Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomer 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomorii Tahun :lQ4G (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 00, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor i1i4); 

<IA	 D ....~, ......n O ..............l ...+od. u,............ J:::Q T~h.u,'l IlMl: ..........nJ'I Ohnft"InI... "U'Io.
 
.......w, ... , ,.... .. ... , ... 'w .... ...... .. .... ""il 0" .. __ •
__ ~-----'--" 

!4ewlIA811A (;IasrllR !bS"'llllraA ~lSSllrs Rs~wlllik IA&QAS&ill TlIRWA :looi 
tlSIIISf 14Q, TlIlIIllellliA bSRllleFllA Mssers Rs~wlllik IA&QAs&ie NSlIIsr 
~ 

11i	 PsFillwraA PSlIIsRAlaIl ~lslIIsr 70 TliRWA :lQOIi 18AleA8 PSlIIlliAliliA &llA 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3193); 

Angka 3disempurnakan. 

Angka 6dihapus, karena lklak ala 
kaitannya dengan pembentul<an 
Raperda 

Angka Bdihapus, karena UOOang­
Undang Norror 12 Tahun 2011 
digunakan hanya sebagai pea,man 
penyusunan sehingga tidak pe1u 
dicantum dalarn konsileran 
mengingal 
Angka 10 dihapus, karena Iidak 
ada kaitannya dengan 
pembenlukan Raperda 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 1983 tentang tarif biaya I Angka 11 disempurnakan 
tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3257) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah 
nomor 16 tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1986 Nemor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3329); 

12. Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 lentang I Angka 12 disempumakan 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nemor 92 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5772); 

Angka 14, 15, 16, 18dan angka 
22 dihapus, karena t"ak ada 
kaitannya dengan pombentukan
Raperda 

PQR{iiiWaiaA P9AY81sRgiiri8A p8AuniRtaRiA SQ8Ji1R (b9Al&iraR MSiira 
Rs~w~lik IA&SAS8ill lllllwA ~gOi NSlIIs, li5, l"lI",~eReA bSlIIllllFiiA 

.. " . "~"vn._ ... ~I_~ 
(	 1
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1 2 3 4 5 

3 Ketentuan Umum 

.~ . ~_.. " . . " • T_~ 'M~ 
'Q' . " 

Pesawai NQSQR ii~il ~PP~I.) ~i PQII'lQRRlih QlI8l'llhj 
18 ~FillwI'llA UQRteR Qalall'l MQ!lQR t1QII'lQF li3 lahwR :.l007 IQRlaR!I 

PllR!lll'''ll8aR P8Fii11l4I'llR QaQFilh ~aR PQI'llIliFilA Kepala QaQFilhj 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun :.lQ.14 tentang 

Pembentukan Pmduk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 701M-DAGJPERl10/2014 tentang 
Tera dan Tera Ulang Alai Ukur. Takar, Timbang dan Periengkapannya; 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 711M-DAGJPERl1012014 tentang 
Pengawasan Alal-Alat Ukur. Takar, Timbang dan Periengkapannya, 
barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran; 

Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN 
TERA fTERA ULANG. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; 
1. Daerah adalah Ka~wpillQA bQII'l~WR!I ililillaR. 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Pmduk Hukum Daerah (Berila Neoara republik 
lmoresla Tahun 2015 Nomor 2036); 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 701M­
DAGJPERll012014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, 
Takar, Timbang dan Per1engkapannya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565); 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 711M­
DAGJPERll012014 tentang Pengawasan Alat-AlaI Ukur, Takar, 
Timbang dan Periengkapannya. barang dalam Keadaan 
Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Neoara republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566); 

Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI 
PELAYANAN TERA fTERA ULANG. 

Pasall 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 
dengan: 

Angka 19 disempumakan 

Angka 20 disempumakan 

Angka 21 disempumakan 

Pasall: 
- Pengetikan Frase "Dalam 

Peraturan....' dan seterusnya 
sejajar dengan !rase 
'Peraturan Daerah..." pada 
Konsiderans menetapkan. 

- Angka 1 diubah sesuai 
ketentuan Pasal 1UU No. 23 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

1. Daerah adalah kesaluan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang manoatur dan 
menaurus Urusan Pemerintahan dan 
keoentinaan masvarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Neoara 
Kesatuan Republik lrdonesla 

2. Pemerintah Daerah adalah Supati sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

Tahun 2014 
- Angka 6 ag... disesuaikan 

dengan Perda 7Tahun 2016 

\.
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1 2 3 4 5 
,~ ~. ~ 

SeiaIafl, 

O. MeIrologi legaladalah Me1rologi yang mengelola satuan·satuan ukuran, metode­
metode pengukuran dan a1at·alat ukur yang menyangkut PBFI1!i&yaFakalaA teknik 
dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi 
kepentingan umum daJam hal kebenaran pengukuran. 

6. Alat Ukur, Takar, 1imbang dan Per1engkapan yang selanjutnya disingkat UTTP, 
adalah ala! yang wajib dilera, di\era ulang, bebas !era ulang, bebas tera dan !era 
ulang. 

17. Ba'ang DaJam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adaJah 
barang yaAB IIMlIlIpiRItaA dalaM BYRIltYS9R stay kSA1a88R t8ftt1typ yaAB YANk 
R=l811l8YksAya ~\IiY& RWY&sk BYAIIEY8R)'a yaRB 8a~aA pRsyltYS iN te~yat daFi 
!(sl'ta&, plil&Uk, kalsAI. Islas eRa.. fJ8FAl:!wltY& laiRAy'S. 

~O. Baden adalah sekumpulan orang danlalau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbalas, Perseroan Komandiler, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , finna, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perXumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik alau organisasi yaAH eojBAie, Iembaga, ~BAlilk weehe 
_ dan bentuk badan lainnya 

~1. Alal Ukur adaJah alat yang diperuntukan alau dipakai bagi pengukuran kuantitas. 

~5, Menara adalah hal menandai dengan tanda \era sah atau Ianda !era balal yang 
berlaku atau memberikan ke!erangan !ertulis yang bertanda !era sah alau Ianda 
!era batal yang berlaku dilakukan oleh peg<rNai-peg<rNai yang berhak melakukan 
pengujian yang dijalankan alas a1al-alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya yang belum dipakai. 

8. PBRyelBRHgsrs ~SR Retribusi pelayanan !eraltera ulang yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pembayaran alas pelayanan \era dan !era u1ang alat·a1at ukur, 
Iakar, timbang dan pel1engkapannya yang disediakan oleh Pemerinlah Daerah. 

~9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Rebibusi. 

~O. Sural Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah sural 
ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi. 

6. DinasiBadan adalah..... 
10. Melrologi Legal adalah Me1rologi yang mengelola satuan-satuan 

ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang 
menyangkut persyaratan !eknik dan peraturan berdasarkan undang­
undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal 
kebenaran pengukuran. 

16. A1at-a1a! Ukur, Takar, 1imbang dan PeI1engkaoannva yang selanjutnya 
disingkal UTTP, adalah ala! yang wapb ditera, ditera ulang, bebas tera 
ulang, bebas !era dan !era ulang. 

17. Barang DaJam Keadaan TertJungkus yang selanjrtnya disingkat 
BDKT adalah barang alau komuditas ler!entu vang dimalksudkan 
kedalam kemasan tertutuD dan untyk memoeraunakan harus 
merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya !elah 
ditentykan dan dinYatakan Dada Iebel sebelum diedarXan, dijual, 
dilawarkan atau diDamelXan. 

20. Badan adalah sekumpulan orang danlalau modal yang rrerupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara alau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perXumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosiaJ oolitik alau organisasi, Iembaga, dan bentuk badan 
lainnya !ennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha !etao. 

21. Ala! Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran 
kuantitas danlalau kualitas. 

f5. Menara adalah hal menandai dengan landa !era sah alau Ianda !era 
bataI yang ber1aku alau memberikan keterangan !ertulis yang 
bertanda !era sah atau Ianda tera batal yang beI1aku dilakukan oleh 
pegawai-peg<rNai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian 
yang dijalankan alas alat-alal ukur, taker, timbang dan 

~8. 
perlengkapannya yang belum dipakai. 
Retribusi petayanan !eraltera ulang yang selanjutnya disebut 
Rebibusi adalah pernbayaran alas pelayanan lera dan tera uiang alat­
alal ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan Dleh 
Pernerintah Daerah. 

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi alau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi tenmasuk pemungut alau pemotong 
retribusl tertentu. 

O. Sural Ke!etapan Retribusl Daerah yang selanjutnya disingkal SKRD 
adalah sural ke1etapan rebibusi yang menentukan besamya jumlah 
pokok Retribusi vana terutana. 

- Angka 10, 16, 17,20, 21, 25, 
28, 29 dan angka 30 
disempumakan. 

( 
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BAB III 
TERA, TERA ULANG DAN PIiMliliilAS:", 1=1iRA 

Pasal3 
(1) UTTP MaAlaBi LaBal yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP 

MeHleBi beBal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau 
disimpan dalam keadaan slap pakal untuk keperluan menentukan hasil 
pengukuran, penakaran atau penlmbangan untuk : 
a. kepentingan umum; 
b. usaha; 
c. menyerahkan atau menerlma barang; 
d. menentukan pungulan atau upah; 
e. menentukan produk akhir dalam perusahaan dan; 
1. melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

(2) UTTP Metrologi Legal yang dlbebaskan dari tera ulang adalah UTTP 
Metrologl Legal yang digunakan untuk pengawasan dalam perusahaan. 

(3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) 
pemilik atau pemakai UTTP Metrologi Legal yang bersangkutan !laM 
mengajukan penmohonan tertulis kepada Bupati atau Dinas dan/atau 
instansi yang berwenang, 

Pasal4 
(1) blHP yaRB dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang khusus 

diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga. 
(~) blHP &as8!liliA<aRa lIimakswll palla aya (1) "'ojis lIiwji paltaA<a IlaliRya, 

Pasai 7 
(1 ) Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legai di tempat-tempat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hUruf b dan hUruf c dilakukan atas 
penmintaan yaRB sar4lep8RliRBaR kecuali pelaksanaan sidang tera ulang. 

(2) P91ffliRlaaR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~aRya lIapal lIisalwjwi 
jika R119Ai19RY~i syarat syaFat: 
a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan 

perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan 
b. menyediakan ruang ke~a yang serasi antara lain rata, cukup luas, 

terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamln bahwa 
ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain 

BAB III 
UTTP YANG WAJIB DITERA, TERA ULANG DAN UTTP YANG 

DIBEBASKAN DARI TERA DAN TERA ULANG 
Pasal 3 

(1) UTTP yang wajib d~era dan d~ra ulang adalah UTTP yang secara 
langsung atau tidak Iangsung digunakan atau disimpan dalam keadaan 
siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran 
atau penimbangan untuk : 
a. kepentingan umum; 
b. usaha; 
c. menyerahkan atau menerima barang; 
d. menentukan pungutan atau upah; 
e. menentukan produk akhir dalam perusahaan dan; 
1. melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

(2) UTTP Metrologi Legal yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP 
Metrologi Legal yang dlgunakan untuk pengawasan Q! dalam perusahaan 
atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
pemilik atau pemakai UTTP Metrologl Legal yang bersangkutan wailb 
mengajukan penmohonan tertulis kepada Bupati atau Dinas dan/atau 
instansi yang berwenang. 

Pasal4 
(1) UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah 

tangga dibebaskan dan tera ulang. 
(2) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh instansi yang 
memdibidang metrologi legal UTTP. 

Pasal7 
(1 ) Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat­

tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan hUnu! c 
dilakukan alas penmintaan oemilik UTTP atau pihak ketiga kecuali 
pada pelaksanaan sidang tera ulang. 

(2) Pelaksanaan tera atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan ketentuan oemilik UTTP: 
a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan 

perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan 
b. menyediakan ruang k~a yang serasi antara lain rata, cukup luas, 

terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa 
ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain 

Judul BAS 11\ dan 
Pasal 3 
disempumakan. 

Pasal4 
disempumakan. 

Pasal7 
disempumakan. 
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Pasal9 
Pegawai yang berwenang meiakukan kegialan operasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal2 adalah sebagai berikul: 
a.	 PNS; 
b.	 lulus pendidikan dan pelalihan sebagai penera; dan 
c.	 diberi wewenang unluk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai 

dengan kelenluan peraturan perundang-undangan yang beriaku 

Pasal16 
(1)	 Setiap orang dllarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau 

menyuruh memakai dnempal-lempal lertenlu UTTP yang: 
a.	 bertanda tera balal; 
b.	 tidak bertanda tera sah yang be~aku atau lIdak disertai kelerangan 

pengesahan yang beMku; 
c.	 tanda teranya nusak; 
d.	 selelah adanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapal 

mempengaruhi panjang, isi, beral atau penunjukannya yang sebelum 
dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berwenang; 

e.	 panjang, lsl, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang 
seharusnya ilIA pada yang diijinkan; dan 

f.	 unluk keperiuan lain selain dari yang dimaksud. 
(2)	 .........
 

I Kelenluan Larangan I	 Pasal17 
(1 ) Setiap orang dilarang memasang alai ukur, alaI penunjuk alau alallainnya 

sebagai lambahan pada alat-alal ukur, takar alau limbang yang sudah 
ditera~. 

(2)	 Alai-alai ukur takar atau liRlllilRB8R yang diubah atau dilambah dengan 
cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di~akukan sebagai Udak 
ditera atau dttera ulang. 

Pasal18 
Dilarang pada lempal-lempal sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayal (2) 
memakai atau menyuruh memakai UTTP unluk ha~hal sebagai berikul : 
a.	 dengan cara lain alau dalam kedudukan lain da~ pada yang seharusnya; 
b.	 untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasilas 

maksimumnya; dan 
c.	 untuk mengukur, menakar, menimbang atau menenlukan kurang dari pada 

batas lerendah. 

l 

4 

Pasal 9 IPasaI9 
Pegawai yang berwenang melakukan kegiatan operasional sebagaimana disempumakan. 
dimaksud dalam PasaI2 adalah sebagai be~kul : 
a.	 PNS yang be~gas diuntt metrolooi legal; 
b.	 lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera; dan 
c.	 diberi wewenang unluk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai 

dengan kelenluan peraJuran perundang-undangan yang be~aku. 

Pasal16 ayat (1)Pasal 16 
huruf e 
disempumakan.

(1)	 Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai 
atau menyuruh memakai dilempal-lempat lertentu UTTP yang : 
a.	 bertanda tera batal; 
b.	 lIdak bertanda tera sah yang bertaku atau tidak disertai kelerangan
 

pengesahan yang beMku;
 
c.	 landa leranya rusak; 
d.	 selelah adanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat
 

mempengaruhi panjang, isi, beral atau penunjukannya yang
 
sebelum dipakai kembali Udak disahkan oleh pegawai yang
 
berwenang;
 

e.	 panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang
 
sehanusnya dari pada yang diijinkan; dan
 

f.	 untlJk kepe~uan lain selain dari yang dimaksud. 
(2)	 ......... 

Pasal17 IPasal 17 
(1)	 Setlap orang dilarang memasang alat ukur, alaI penunjuk atau alal disempumakan. 

iainnya sebagai tambahan pada alal-alal ukur, lakar atau timbang yang 
sudah dilera alau dilera ulana. 

(2)	 Alal-alat ukur takar atau limbang yang diubah atau ditambah dengan 
cara sebagaimana dlmaksud pada ayal (1) di~akukan sebagai lidak 
dttera alau dnera wang. 

Pasal18	 Pasal 18 hurufcI 

Dilarang pada lempal-lempal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayal ! disempumakan. 
(2) memakai atau menyuruh memakai UTTP unluk hal-hal sebagai berikut : 
a.	 dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang 

seharusnya; 
b.	 unluk mengukur, menakar atau menimbang melebihl kapasitas 

maksimumnya; dan 
c.	 unluk mengukur, menakar, menimbang atau menenlukan kurang dari 

pada batas lerendah yang dnentukan. 

1 
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Pasal19 
Dilarang menggunakan sebulan dan lambang satuan selain satuan sistem 
intemasional palla pengumuman tenlang barang yang dijual dengan cara 
ukur, lakar, timbang, balk dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, 
palla stiker yang dilekatkan atau disertakan pada _ barang atau bungkus 
barang atau pada bungkusnya sendiri maupun pemberilahuan lainnya yang 
rnenyalakan ukuran, takaran alau berat 

Pasal19 
Dilarang menggunakan sebulan dan lambang satuan setaln satuan sistem 
intemasional pada pengumuman tenlang barang yang dijua! dengan cara 
diukur, dttakar, dttimbana, balk dalam surat kabar, majalah atau surat 
tempelan, palla Sliker yang dllekatkan atau disertakan pada barang atau 
bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri maupun pemberilahuan 
lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat 

Pasal 19 
disempumakan. 

Pasal20 
Dilarang rnempnoduksi atau menjual, rnenawarkan untuk dibeli atau 
memperdagangkan dengan apapun juga, semua barang menurut ukuran, 
takaran, IImbangan atau jumlah selaln menurut ukuran yang sebenamya, isi 
bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenamya yang dinyatakan dalam label 
atau etike! palla barang tersebut 

Pasal20 
Dilarang rnemproduksi atau menjual, menawarkan untuk dlbeli atau 
mempelllagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurul 
ukuran, takaran, timbangan alau jumlah selain rnenurul ukuran yang 
sebenamya, isi bersih, beral bersih alau jumlah yang sebenamya yang 
dinyalakan dalam label atau eliket pada barang tersebut 

Pasal 20 
disempumakan 

5 Nama, Obyek Dan 
Subyek Retribusi 

Pasal22 
QSAi8A Aama 128AyeleRggari aiR RQtAbwsi peiayaR8R teRM WIiiiI wlaAg AI.t 
alit Win.,; Takar, Ti~9aRg gaR P8R9AgkapaRRya Qi(ilWAgwt RetRBl:lsi atas 
PSIS¥QASA wfOlllsA WfOl wlSAg UHP 

Pasal22 
Dengan nama Retribusi pelayanan leraltera ulang dipungut Relribusi atas 
pelayanan pengujian alai ukur, takar, timbangan dan periengkapannya dan 
pengujian barang dalam keadaan lerbungkus yang diwajibkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 22 
disempumakan, 
sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) 
hurul a UU No. 28 
Tahun 2009 

Pasal23 
Q;yalt RetR9wsi aaalah GOR:l1tl8 j9Ais j8&8 fJ8Ii1)'QA8R Tera gaR 191iii1 UliRg 
b1TTf2 yaRD ai&8IeRBR8r.aI(SR SlgR PeJR9RAtih QiiQJ9h 898wai liJ8RS8R UR98RS 
IJRSiiilRi tsAtaRa P~alt QaSNlR saR RstABY&i QS9raA: 

Pasal23 
Obyek Relribusl adalah: 
(1 ) pelayanan pengujlan alat-alat ukur, lakar, tlmbang dan 

periengkapannya; dan 
(2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai 

dengan ketenluan peraluran perundang-undangan. 

Pasal 23 
disernpumakan 
sesuai ketentuan 
Pasal 122 UU No. 28 
Tahun 2009. 

Pasal24 
QIlj8k ~8tRllw8i I2sIS¥i1AilA .8~SFll UISAg iIIIalilll k8SistSA j;lSRl8RAtilll 
Qa8ra~ 99fWJ)8 fi91aY9AiJRfiJ8AiYjiaA 'alTTI2 ~aAraaWpQRgwjiaR IiiDIa yaAii 
~P"aji81(aA 596..8; 88ARQA I(SWRNeR '8~"RaA fiJ9RJA(l9R8 YAaaRi8R; )'9AiJ 

Jfi9liJiwti i 
a. ukuran panjang; 
b. alat ukur permukaan cairan (level gauge) : 

1. mekanik;dan 
2. elektronik; 

c. lakaran (basahlkering); 

Pasal24 
Jenis alat-alat UTTP danlatau BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 meliputl: 
a. ~ ukuran panjang; 
b. alai ukur permukaan cairan (level gauge) : 

1. mekanik;dan 
2. elektronik; 

c. lakaran (basahlkering); 
d. tangki ukur : 

1. benluk silinder tegak; 
2. bentuk silirlder dalar; dan 
3. bentuk bola dan speroldal; 

Pasal 24 
disempumak'" dan 
pengetikan angka 1 
dan angka 2 huruf f 
disejajar1<an 

I 

(
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d. tangki ukur : e. tangki ukur gerak : 
1. bentuk silinder tegak; 1. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon; dan 
2. bentuk sllinder datar; dan 2. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal; 
3. benluk bola dan speroidal; f. alat ul<ur dari gelas : 

e. tangki ukur geral; : 1. labu ukur, buret dan pipel;dan 
1. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon; dan 2. gelas ukur 
2. tangki ukur 1Dngkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal; g. ....<1st 

f. a1at ukur dari geIas :
 
~ labu ukur, ~uret dan pipetdan
 
~ galas ukur
 
g. ....dst 

Pasal25 Pasat 25 Pasal 25 
Subyek Rebibusi adalah orang pribadi atau badan yang AlsRdBllalllaR pelayanan Subyek Retribusi adatah orang pribadi atau badan yang memperoteh pelayanan disempumakan, 
Tera4aR Tera Ulang UTTP TeraITera Ulang liTTP dan Pemerintah Daerah. sesuai ketentuan 

Pasal 125 UU No. 28 
Tahun 2009 

Pasa/ 26 
Pasal26 disempumakan,Pasat 26

IlsRyelsRggilRlQl1 daR Retribusi pelayanan terallera ulang sesuai ketentuanlIigoIongkan Ila9ll I Rebibusi pelayanan teraltera ulang termaksud golongan Rebibusi Jasa umum.
Rebibusi Jasa Umum. Pasal 110 aya! (1) UU 

No. 28Tahun 2009 

Pasa/27Cara Mengukur TIngkat Pasal 'IJ6 Pasal27
Penggunaan Jasa (1) TIngkat penggunaan Jasa TerafTera Ulang dihitung berdasarluln tingkat disempumakan(1) TIngkat penggunaan Jasa Tera liaR Tera l,llaRg ,'\lei alall,lkYF, 1=akBF, liAl~aRg 

kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peraJatan pengujian yang sesuai ketentuandaR IlB~BRglu.aRRva dihitung berdaslrtan jenis, kapasilas dan peratatan 
digunakan. Pasal 151 UU No. 28pengujian yang digunakan . 

(2) Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat Tahun 2009 dan(2) Tala cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa/ 236aya! (4) UU(1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

No. 23Tahun 2014 

Prinsip Yang Dianu! BABXJI BABXJI7 • Judul Bab XII 
Dalam Menetapkan PRlNSIP g,t,N liA&I.RtM DALAM MENETAPKAN STRUKlUR PRlNSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKlUR c1isempumakan. 
Struktur DAN BESARNYA TARIF DAN BESARNYA TARIF • Pasal 28 
Dan Bes;rnya Tarif Pasal28 Pasal28 disempumakan 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan 6lIUktiJF daR ~SBBFRva tarif Rebibusi dengan (1) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif Rebibusi dilelapkan dengan dengan menambah 
memperhatikan biaya 8f18Fa&isRal, ~iaya pSFatJataA ~aA ~8~8Ii~aFQQA, kemampuan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 2 (dua) ayat baru 
masyarakat, aspek keadilan dan kepaehR ~BkYAl. masyarakat, aspek keaclilan dan efektifitas pengndaliaan alas pelayaan ya~u ayat (2) dan 

tersebut (3) 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat [1) meliputi biaya oprasi dan 

pemeJiharan biaya bunga dan biaya modal. 
(3) Datarn hat penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 

penelaDan tam hanva untuk menutuD sebagian biaya. 

\
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Struklur Dan Besamya 
TarifRetribusi 

Wilayah Pemungutan 

Penenlllan 
Pembayaraan. Tempat 
Pembayaan. Angsuran 

. dan Penundaan 
Pembayaran 

BAB XIII 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal29 
(1) ~ktwr ~aA 898aFRya taJ:i:f ditstapliaA l)eF8asaFhsA ,SRiBWAsaA jass fJaR JSRis, 

kafJas& seRa peralMaA yaAI diswAakaA. 
(2) Besamya tarifRsi:i~H6i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercanlllm da!am 

La'TIpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati Peraturan Daerlil 
ini. 

PasaI30 
Re1ribusi dipungut dalam wilayah Daerah Kabupaten Lampung selalan 

BABXVI 
Tl';r:'J ClL9" PIiMUNQUlAN 

Pasal32 
Pemungutan Retribusi tidak dapatdiborongkan. 

Pas. ~a 

(1) Re1ribusi dipungul dengan menggunakan SKRD alau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) 8enluk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah kwitansi dan sural keterangan hasil peneraan. 

BAB XIII 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 29 
(1) Tarif Re1ribusi Pe!ayanan TeraITera Ulang digolongkan berdasalkan jenis 

pelavanan teraltera ulang yang diberikan. 
(2) Struktur dan Besamya taril sebagaimana dimaksud pada ayal (1), tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidal< lerpisahkan dan Peraturan 
Daerahini. 

Pasal30 
Re1ribusi yang terutang dipungut daJam wilayah Daerah Kabupaten Lampung 
selalan. 

BABXVI 
PENENTUAN PEMBAYARAAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 

PENUNDAAN PEMBAYARAN 
Pasa! 32 

(1) Pemungutan Re1ribusi tidak dapatdiborongkan. 
(2) Re1ribusi dipungut dengan menggunakan SKRD alau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(3) Benluk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 

ada!ah kwilansi dan sural keterangan hasH peneraan. 
(4) Hasil pemungutan re1ribusi sebaaaimana dima<.sud pada ayat (11 disetor secara 

- Judul Bab XlII 
disempumakan. 

- Pasal 29 
disempumakan. 
sesuai ketentuan 
Pasa! 156 ayat (3) 
huruf eUU No. 28 
Tahun 2DD9 

Pasa! 30 
disempumakan, 
sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) 
huruf I UU No. 28 
Tahun 2009 

• Judul bab XVI 
disempumakan. 

- Pasa! 32 dan Pasal 
33 dijadikan 1 
(satu) Pasal yailu 
Pasal32dan 
tambahkan 1 (satu) 
ayal baru yaitu ayat 
(4) 

- Urutan Pasal 
selanjulnya 
menyesuaikan. 

Pasal 34 
disempurnakan, 
sesuai kelentuan 
Pasal 156 ayal (3) 
huruf 9 UU No. 28 
Tahun 2009 dan 
Pasal 236 ayat (4) UU 
No. 23 Tahun 2014 

11 Tala Cara Pembayaran Pasa!34 
(1 ) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 
(2) Tala cara pembayaran dan lempat pembayaran Retribusi 6aRa ,aRyeleraRRya 

ailelafll,aR BaRgaR peraturan Bupati 

bruto kekas daerah. 

Pasa! 34 
(1) Re1ribusi yang !erutang harus dilunasi sekaligus. 
(2) Pembayaaran re1ribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dila<.ukan selambat-Iambalnya 7 (tujuh) han sejak diterbilkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tala cara pembayaan dan tempat pembayaran Retribusi serta 
penye1Drannya di1etapkan dengan peraturan Bupati 
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KedaluwalSa Penagihan 

Penyidikan 

(2) 

(1 ) 

(1) 

(2) 

3 4 5 

(4) 

(5) 

Pasal36 
disempumakan. dengan 
menarnbah 3 (tiga) ayat 
baru yaitu ayat (3), ayat 
(4) dan ayat (5) sesuai 
kelentuan Pasal167 
UU No. 28Tahun 2009 

Pasal36 
Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terMung sejak saat terutangnya rebibusi, 
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang rebibusi. 
Kedaluwarsa penagihan Rebibusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. dilerbitkan surat teguran; dan 
b. ada pengakuan hutang Relribusi dan wajib Rebibusi balk langsung 

maupun tidak langsung. 
(3) Dalarn hal dilerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

hUruf a, kedaluwalSa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat 
teguran tersebul 
Pengakuan utang rebibusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hUM b adalah wajib rebibusi dengan kesadarannya menyalakan 
masih mempunyai utang rebibusi dan belum melunasinya kepada 
pemerintah daerah. 
Pengakuan utang rebibusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) hurul b dapat diketahui daipengajuan permohonan angsuran 
a1au penundaan pembayaran dan permohonan keberalan oleh wajib 
retribusi. 

Pasal36 
Penagihan Rebibusi lIiAyataEaA kedaluwarsa setelah melarnpaui jaRlJka waktu I (1) 
3 (tiga) tahun terhilung sejak saat \ertlulangnya retJibusi, kecuali apabila wajib 
rebibusi melakukan tindak pidana dibidang relribusi. 
Kedaluwarsa penagihan Rebibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (2) 
tertangguh apabila: 
a. diterbitkan sural teguran; dan 
b. ada pengakuan llutang Rebibusi dai wajib Rebibusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 

Pasal38 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu diJingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana dibidang Relribusi sebagaimana dimaksud dal!lT1 Undang·Undang 
Hukum /Iar.l Pidana yang ber1aku. 
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan a1au 

lapOfan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Relribusi agar 
keterangan a1au laporan tersebut menjadi lebih Iengkap dan jelas; 

b. menelili, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
a1au badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi; 

Pasal.... 
(1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karen a hal< untuk melakukan 

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Penghapusan Relribusi yang sudah kedaluw<l'Sa Sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diletapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) KetenllJan mengenai tala cara penghapusan Relribusi yang sudah 

kedaluwarna diatur Iebih Janjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal38 
(1) Selain penyidik Keoolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu d~ingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah. sebagaimana dimaksud dalam Undang·Undang Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perallJran perundang·undangan. 

. Tarnbahkan Pasal 
baru yang mengatu 
tentang tala cara 
penghapusan 
rebibusi sesuai 
ketentuan Pasal 168 
UU No. 28 Tahun 
2009 
Pasal selanjutnya 
menyesuaikan I 

Pasal 38 
disempumakan, sesuai 
kelentuan Pasal 173 
UU No. 23Tahun 2014 

\. 
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2 

(3) 

3 

c. meminta kelerangan dan bahan bukti dari orang pribOOi atau bOOan 
sehubungan dengan lindak pidana dibidang relribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan lindak pidana dibidang relribusi; 

e. melakukan penggeledahan unluk mendapalkan bahan blili 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyilaan lerhOOap bahan bukli tersebut; 

f. meminta bantuan lenaga ahll dalam rangka pelaksanaan lugas 
penyidikan lindak pidana dibidang relribusi; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pOOa saat pemeriksaan sedang beriangsung 
dan memeriksa identilas orang dan atau dokumen yang dibawa 
Oglaal8i~8RQ diliRsltsw" ~aQa RWM 8; 

h. memolret seseorang yang berkailan dengan lindak pidana 
relribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa 
sebagai lersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang periu unluk kelancaran penyidikan 

lindak pidana dibidang Retribusi Rl8RWIlII I!WIIWIIl yaRS 
b9RilAggwRgjil"8S, 

Penyidik sebagaimana dimaksud pOOa ayal (1), memberilahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepOOa 
Penunlul Umum melalui Penyldik pejabal Pollsi Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan kelentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yang beriaku, 

4 

(3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pOOa ayal (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menellti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan lindak pldana dlbldang relribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih Iengkap dan 
jelas; 

b. menelfti, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenai 
orang pribOOi atau badan lenlang kebenaran peribuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang relribusi 
daerah tersebut 

c. meminta kelerangan dan bahan bukti dari orang atau bOOan 
sehubungan dengan lindak pidana dibidang relribusi daerah; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang relribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan unluk mendapatkan bahan bukli dari 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan lerhOOap barang bukti tersebet; 

f, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan lugas 
penyidikan tindak pldana dibidang relribusi daerah; 

g. menyuruh berhenli danlatau melarang seorang meninggalkan 
ruangan atau tempal pada saat pemeriksaan sedang 
beriangsung dan memeriksa identttas orang, benda dan/atau 
dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang ber1<ailan dengan tindak pidana 
dibidang relribusi daerah; 

i, memanggil seseorang unluk dldengar keterangannya dan 
diperiksa sebagallersangka dan saksi; 

j. menghentikan penyidikan; danlatau 
k, melakukan lindakan lain yang periu untuk kelancaran penyldikan 

lindak pidana dibidang relribusi daerah sesuai denean kelentuan 
perundang-undanoan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberilahukan 
dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyldikan kepada 
Penunlul Umum melalui Pejabal Polisi Negara Republlk Indonesia, 
sesuai dengan kelentuan yang dialur dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana 

5 

'. 
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14 Ketentuan Pidana Pasal39 PasaI39 Pasal 39 
(1 ) Pelangga,m l!lrt1adap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasa 5, Pasal11, Pasal12, (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal3 ayat (1), Pasa 5, Pasal11, Pasal disempuma<arl, 

Pasal15. PasaI16. Pasal17, Pasal18. Pasal19, Pasal 20, Palla! 33 ayal (~) 12, Pasal15, Pasal16, PasaI17, Pasal18, Pasal19 dan Pasa/20 diancam dengan 
~aA PaBa! iii diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling ban yak menambahkan 2 
denda paling banyak sebesar Rp, 50.000,000,- pima puluh juta rupiah), sebesar Rp. 50.000,000,- pima puluh jutarupiah). (dual ayal bal'u, 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelangg<l'an (2) Wajib re1Jibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana sesuai ketenluan 
dimaksud dalam Pasal 33 sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pasal 176, PasaJ 
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) 178 UU No. 28 
kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 
pelangg<l'an 

(4) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan 
penerimaan negara. 

Tahun 2009 dan 
Pasal 236 ayat (4) 
UU No. 23 Tahun 
2014 

15 Nomor Register NOMOR REGISTER PERATURAN O.aERAH KABUPATEN LPMPUNG SELATAN Pada akhir kolom 
PROVlNSILAMPUNG : penetapan dan 

pengundangan 
I tambahkan !rase 

Nomor register sesuai 
ketentuan 
Pemnendagri No. 80 
Tahun 2015 

I 

3. PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Diktum Mengingat z; YFl~aAg blAdaAg NEJI:R9r 13 +a~YA ~~1 leAteAS P8FM~8AtwkaA Per.atYRiR 
PBFYRdaAg l:IRdsRI8A (b8fA~aFaR ~legara RElpY~lil( IAd9A8sia +at1WA :lO11 
~JelR9r R~, TaM~a~aA b9FJ1tia:aA ~18gaFa R8~l:llJljk IRdsA8sia NSIllSF lia34); 

. Angka 12 dihapus , UU No 12 
Tahun 2012 digunakan sebagai 
pedornan penyusunan shg tidak 
per1u dicantumkan dalam 
konsideran mengingat 

~ 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undanl)-Undang Hukun AC<I'a Pidana {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Noroor-i, Tambahan Lemb<l'an Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagcimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor ill Tahun :!O;Q (Lennb<l'an Neg<l'a Republik Indonesia 
Tahun 2010 Noroor QQ, Tambahan Lemb<l'an Negara Republik Indoresia 
NomorMi4); 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tenlang Pelaksanaan Kilab Angka 9disempumakan 
Undanl)-Undang Hukun Acara Pidana (Lemba'an Negll'll Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nornor ~ Tambahan Lennbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 290, Tambahan Lembaran Nega:J 
Republik Indonesia Nomor 57721: 
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1 2 3 4 5 

13. P9FaNFaR MeAteFi QslaM ~18B8Fi ~18"'9r 13TaAYA _ 1sAtaAg Pe~9",aR . Angka 13, 14 dan angka 16 
dihapus, karena lidak adaPSABsielaaR KSHsRgaR QSSFt_ sehagaiM8Aa l8la~ B8h8Fi,88 kali fltiylia~ 

teFaI~iF deAgaR PrmiYr8A MSFMeR gal. ~18geFi ~19Rt9F d1 +atU:lA ;;iQ11 kaitannya dengan pembentukall 
Raperda 

14. Per_faA MeAt8Fi galatA ~18g8Fi N8FASF 4 TatlHA 1007 teRtilAg P8Ayi~ik -

-

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah fBeri!a Neg<ra reDublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

Tambahkan Permendagn 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk HLtum 
Daerah. 
Batang Tubuh 
a. Pasall 

1. pengetikan frase 
'Dalam Peraturm.....• 
diketik sejajar dengan 
!rase 'Perltiran 
Daerah.." pada Dldum 
Menetapkan, 
selanjutnya 
menyesuaikan 

2. Angka 1 diubah sesuai 
kelenluan Pasal 1 
Angka 12 UU No. 23 
Tahun 2014 

Pegawai NegeFi e:iJMI (PP.'s.) ~i PMlBFiAlaAaA QSSF9A 
1&. PeFa'lwFilA QSSFaR KaeypateA b~pHAg 8elalaA NeMer 7 TatulR 

~g1i teAlaAI PSIiRi'ieAWkaA (faR eYSWAaA PeraAgl~ QaeraA Kal;)Yp.A 
b_HAI gelataA (b8FM~araA Qa8Fati f(ShupateA ~WAg eelataA +aRYA 
;Q1& tJSAWF 7,laFABa~1A I:efRBaraA Qaer8A KaBYpateA biVRfJYAg SelatsA 
.18~9r iji 

-

2 Batang Tubuh BABI 
KElENTUAN UMUM 

Pasall 
Dalam Peralllran Daerah ini. yang dimaksud dengan: 
1 Daerah adalah KalJYfJateR baRlJlYRi agliiaR. 
2, ...lIst 
li. S.WSR K9~a PeraAgltit Qser,* yiilA8 6slaAjI:dRya dieiAgl(at &KPg a8a1a~ 

eaWaA K8~a PSFaAgkat gaer:e~ Ka~y,ateA )lallB Nlalu;8RakaA YFYSiA 
'9FR9FiRta~aA lJidaAI kelaytaA eSR peFikaAsA diURgliwAgaA Pe~8FiAtaR 

Qae~ KalJwJlateA b~IJYAI SelataFi. 
8i Kepals &KPQ adalah JliFRfliA8A, JlBF8A99RS, '9Ial~aAa, PBAI99r4iAiei, 

pSAyelBABBaFa pelayaA8A daA fjSAgSRdali SKfilQ dalaM fJlelahs8AakaA 
YRI&aA fJEU'leFiAta~aA lJiElSAg kelautaA dSA peAkaAiR diliRgkYRgaA 
Pe""eRAta~ KaltYfJ stefl bSfJlpYAg SelataA. 

1. Qi5SR adalal:l swatH lJ9Atwk itaElaA yeaRa )'iRB fMliputi fJBF6SreaA tali_, 
P8FGBF9aA It9FAiAEliteF, P9F69Ai8A laiAFlya, itadaA Y&al:la Milik Asgara &taw 
daer. deAgiA A~a saA lJeRtwk BPiflUA, pefiekYlwaR, P9~(YFAPlfla.1. 

IiAM, l'ieABel, )"a'faSBRj ita .. 8FtBRisa&i 6ejeRi& ISA:lhsIB ~aRa peRsiYR, 
~eRtuk H&aha leta, seRa B8RlYk 1:t6a~a laiRRya. 

(l, Koperasi adalah KWRipYlaa *1:1 Badan Usaha yang diRtiliki daR 
dioperasikan demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan 
berdasakan pnnsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarf<.an asas 
kekeluargaan, 

20361; 

BABI 
KETENnJAN UMUM 

PasaI1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah kesatuan masyarakal hukum yang 

nnempunyai batas-batas wilavah yang berwenang 
nnengalur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan 
kecentingan masyarakal setemcal menurut prakalSa 
sendin berdasarKan asDirasi masyarakal dalarn sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. .....dst 
5. Perangkal Daerah adalah unsur pembanlu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn 
penve!enggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah 

6. Kecala Perangkal Daerah adalah..... 
7. Badan adalah sekumculan orang danlatau modal yang 

nnerupakan kesatuan. baik yang nnelaksanakan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komandi!er, cerseroan 
lainnya Badan Usaha Mflik Nagara lBUMNI atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMDl dengan nama atau bentuk 
aoapun, firma, kongsi, koperasi. dana pensiun, 
Dersekutuan. perf<.umpulan, yavasan, omas, omanisasi, 
sosool atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetao. 

I 
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4&	 Pangkalan Pendaratan lkan yang selanjutnya disingkat PPI adalah 
Pelabuhan Pelikanan yang terdiri alas da-atan dan perairlll 
disekitamya dengan balas-baias lertentu sebagai ~al kegiatan 
dari kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan sebagai 
lempat kapal perikanan bersanda-. berlabuh dan bongk<r mual 
ikan. 

~	 Retribusi Pelelangan lkan yang selanjulnya disebut Re1ribusi adalah 
pernungutan daerah sebagai alas pembayaran jasa atau pernberian 
izin yang khusus disediakan dan diberikan Pernerintah Daerah 
untuk kepentingan pribadi atau badan usaha melaklian transaksi 
jual-beli ikan ditllmpat pelelangan ikan. 

:l9,	 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
rnelakukan pembayaran retribusi, lermasuk peFRllRgYlaR atau 
peFReteRgaR relribusi tertentu. 

~	 Sural Ketetapan Relribusi Daerah selanjutnya disingkal SKRD 
adalah sural keletapan yang menentukal besarnya jumlah relribusi 
yang terutang. 

~	 Sural Ketetapan Relribusi Daerah Lebih Baya- yang selanjutnya 
disingkal SKRDLB adalah sural keletapan retribusi yang 
rnenentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang 
atau tidak seharusnya terutang. 

:!4,	 Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah sural ksplllUeaR yang 
rnenentukan tambahan alas jumlah retribusi yang telah diletapkan. 

~	 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan wRlIik IllSR8aR, 
AolElABYFRJH::dkaA SiAJalay keteFaRfjaR laiAAYB untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaluran perundang­
undangan relribusi daerah. 

:l9,	 Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang 
selanjulnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan Penyidik mencari serta rnengumpulkan bukti yang dengan 
bukti i1u membual terang tindak pidana dibidang retribusi 4aefaII 
yang te~adi serta menernukan tersangkanya. 

9.	 Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang 
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kepentingannya 
berdasarkan prinsip koperasi seka6gus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 

16.	 Pangkalan Pendaratan lkan yang selanjutnya disingkal PPI adalah 
Pelabuhan Perikanan yang terdiri alas daratan dan perairan 
disekilamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempal kegiatan 
pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan 
sebagai tempal kapaJ perikanan bersanda-, berlabuh dan bongka­
mualikan. 

18.	 Relribusi Pelelangan lkan yang selanjutnya disebut Relribusi 
adalah pemungutan daerah sebagai alas pembaya-an jasa atau 
pemberian ilin yang khusus disediakan danJaiau diberikan 
Pernerintah Daerah unU kepentingan pribadi atau badan usaha 
melakukan ~ transaksi juaJ-beli i!<an ditempal pelelangan ikan. 

20.	 Wajib Retribusi adaJah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraluran perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran re1ribusi, termasuk pemungut atau 
pernotong retribusi lel1l!ntu. 

22.	 Sural Ketetapan Retribusi Daerah selanjulnya disingkal SKRD 
adalah sural ketetapan yang menentukan besarnya jUmiah DOkok 
relnbusi yang terutang. 

23.	 Sural Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjulnya 
disingkat SKRDLB adalah sural ketetapan relribusi yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran relribusi karena jumlah 
kredil retribusi lebih basar daripada retribusi yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang. 

24.	 Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjulnya disebut SKRDKBT adalah sural kete!aoan relribusi 
yang menentukan tambahan alaS jUmiah relribusi yang Ielah 
ditetapkan. 

27.	 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan kegia!an menghimpun 
dan menaelola data. kelerangan dan/atau bukti yang dilaksanakan 
SMa objektif dan Drofesional berdasarkan sualu standa­
perneriksaan untuk menguji kepaluhan pemenuhan kewajiban 
retribusi danlatau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah. 

29.	 Penyidikan Tindak Pidana di b1dang Relribusi Daerah yang 
selanjulnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang 
dUakukan oIeh Penyidik l!!!!ll; mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membual terang tindak pidana dibidang 
retribusi daerah yang Ierjadi serta menemukan tersangkanya. i 

3.	 Angka 5 dan 6 diubah 
sesuai ketentuan PP 
No. 18Tahun 2016 

4.	 AAgka 7 diubah sesuai 
ketentuan Pasal 1 
AAgka 11 W No. 28 
Tahun 2009 

5.	 AAgka 9, 16, 18, 20, 
22, 23. 24, 27 dan 
angka 29 
disernpumakan sesuai 
pengertian yang 
terdapal dalam 
peraluran perundang­
undangan 

, 
\ 

I 
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3 Penyelenggaraan 
Pelelangan Ikan (1) 

(2) 

Pasal3 
Dalam rangka kelancaran dan tertib Penyelenggaraan 
Pelelangan Ikan, Pemenntah Daerah menyediakan lokasl 
pelelangan ikan &8Ai sarana dan prasarananya, serta 
menjamin kelertiban, keamanan, IIilII kebersihan pada Iokasi 
Pelelangan lkan. 
Lokasi pelelangan ikan dite!apkan dengan PilFlJluI'llR Bupati 

(1) 

(2) 

Pasal3 
Dalam rangka kelancaran dan tertib Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, 
Pemenntah Daerah menyediakan Iokasi pelelangan ikan dan sarana 
prasarananya, serta menjamin ketertiban, kearnanan, dan kebersihan pada 
Iokasi Pelelangan Ikan. 
Lokasl pelelangan ikan dltetapkan dengan Keputusan Bupati 

(2) 

Pasal4 
(1) Setiap ikan hasil tangkapan wajib dipe~ualbelikan secara I (1) 

lelang dltempat pelelangan ikan 11888 11811ilk1ll8R 118R881'11l8R 
ik8R d8Rlel8W t8!Rllel pilkil8l1il8R Ik8R 18iR y8Rg 8illl\llpk8R. 

I (2) Dikecualikan dan ketentuan yang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah sebagai benkut : 
a. penangkapan ikan yang hasilnya kurang dan 5 (lima) kg 

danlatau untuk memenuhi kebutuhan sendin; 
b. penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan 

penelitian i1miah atau olahraga; dan 
c. ikan hasil tangkapan yang mempunyai njla! ekonomis 

dan ekspor dengan jenis tertentu dapat dipe~ualbelikan 

seeara timbang; 
('1 b_il8R 88ill ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas 

pelelangan lidak layak untuk masuk dalam pelelangan 
dilarang untuk dipe~ualbelikan melalui Ielang. 

Pasal4 
Setiap ikan hasil tangkapan wajib dipe~ualbelikan secara Ielang dnempat 
pelelangan ikan. 
Dikecualikan dan ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut : 
a. penangkapan ikan yang hasilnya kurang dart 5 (lima) kg danlatau 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri; 
b. penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentlngan penelltian i1miah 

alau olahraga; dan 
c. ikan hasil tangkapan yang mempunyai nilai ekonomis dan ekspor 

dengan jenis tertentu dapat dl~ualbelikan secara tlmbang; 
d. ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas pelelangan tidak layak 

untuk masuk dalam peleiangan dilarang untuk dipe~ualbelikan melalui 
/elang. 

Pasal6 
(1) Penyelenggara pelelangan ikan harus mendapat Izin dan 

Bupali. 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibenkan 

kepada koperasl yang telah memenuhi persyaratan. 
(3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dan 

penerbitan ilin kepada Kepala SKPD. 
(4) Dalam hal izin diterbilkan sendin oleh Bupati, Kepala SKPD 

merekomendasikan kepada Bupati untuk 
dikabulkanldltolaknya penmohonan ilin. 

(5) Dalam hal suatu pelelangan ikan tidak terdapat koperasi yang 
telah memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan 
pelelangan ikan dilaksanakan ceh SKPD melalui UPT. 

(6) Penyelenggaraan pelelangan ikan oleh SKPD sebagaimana 
dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasa/6 
(1) Penyelenggara pelelangan Ikan harus mendapat izin dari Supati. 
(2) llin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada koperasi 

yang telah memenuhi persyaratan. 
(3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dan penerbilan illn 

kepada Kepala SKPD. 
(4) Dalam hal izin diterbilkan sendiri oleh Bupati, Kepala SKPD 

merekomendasikan kepada Bupati untuk dikabulkanldnolaknya 
penmohonan izin. 

(5) Dalam hal suatu pelela~an iklm tidak tertlapat koperasl yang telah 
memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan pelelangan ikan 
dilaksanakan oleh SKPD melalui UPT. 

(6) Tata cara penyelenggaraan peleiangan ikan oleh SKPD sebagaimana 
dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. 

rt 

Pasal 3disempumakan. 

Pasal4 disempumakan. 

Pasal 6 ayat (6) 
disempumakan. 
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PasaI7 Pasal7 Pasal 7 ayat (1) dan aya! (2) 
(1) Koperasi yang dapat mengajukan permohonan izin ada/ah yang (1) Koperasi yang dapat mengajukan permohonan izin penvelenggaraan oelyanan ikan disempumakan. 

memenuhi persyaralan sebaga berikut; adalah koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut; 
a. memenuhi pllffiyaralan sebagai Badan Hukum menurut a. memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum menurul Undang-Undang 

Undang-Undang Ientang Pelt.operasian dan peraturan­ tentang Moperasian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya; 
peraturan pelaksanaannya; b. mempunyai bidang usaha dibidang per'kanan; 

b. mempunyai bidang usaha dibidang perikanan; c. mempunyai s1ruk1ur organisasi dan sumber daya manusia yang cukup dalam 
c. mempunyai s1r~ organisasi dan sumber daya manusia bidang pelelangan ikan; dan 

yang cukup daam bidang pelelangan ikan; dan d. berpengalaman berhasil dan telah nyata melakutlan kegiatan usaha ekonomi 
d. berpengalaman beIllasii dan leIah nyata melakukan kegialan dibidang pelikanan. 

usaha ekonOlli dibidang perikanan. (2) Unluk dapat mengajukan pelll1Ohonan izin sebaoamana dima!ssud Dada ayat I1l, 
(2) UnllJk dapat mengajukan permohonan izin, persyar1ltan persyaratan administrasi yang harus dlpenuhi adaIah ; 

adminis1rasi yang harus dipenuhi adalah : a. Ketua pengurus mengisi dengan benar dan menandatangani formuftr 
a. Ketua pengurus mengisi dengan banar dan menandatangani permohonan yang disediakan oIeh SKPD; 

formulir permohonan yang disediakan oleh SKPD; b. memperiihatkan asft dan menyampaikan masing-masing 1 (satu) fotp copy 
b. memper1ihatkan asli dan menyampakan masing-masing 1 sebagai lampiran pernnohDnan yatu: 

(satu) folD copy sebagai lempiran permohonan yaitu: 1. . 
1. ... 2. . 
2. ... 3. ...sd angka 6. 
3. ...sd angka 6. (3) .. 

(3) .. (4) .. 
(4) .. 

4 Nama, Obyek dan Pasa/17 PasaI17 Pasal17 disempumakan. 
Subyek Retribusi Dengan nama RelJibusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi Dengan nama Retribusi Tampat Pelelangan Ikan dlpungul RelJibusi sebagai 

sebagai Pernbayaran alas ~eR1akaiill\ fasilitae tempat pelelangan ikan Pembayaran alas Delavanan penvediaan temp at pelelangan ikan yang seeara khusus 
lieFikwt ja&a fJelw/ElA8A teFR~at pelelsAgaR jliIA yang disediakan o'eh disediakan oIeh Pemerintah Daerah untuk me!akukan oeIelangan ikan. 
Pernerintah Daerah 

1 
(1 

(2) 

Pas~ 18 M~8FiilA pSFM9ByarsA jaea 1 (1)
QtJyel" R_9YM adalaJ:! &~ap ::aAfaataR \8",. pelelaAgaA~elelaRUiII\ ikaR ~aR ~eR1a1'aJ:afl/p lkan ~aR leR1~&\ PelelaAUBA 

p: 9t.aliA P9Ad~R 
ikaA ,aiad:~a B;9~ PSRo18RRtah gaeFa~.IhsAyaAg ....... 

Pasal18 
Obyek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang seeara khusus 
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk me!akukan pelelangan ikan termasuk 
jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan. 

Pasal18 ayat (1) diubah sesuai 
ketenllJan Pasal 130 ayat (1) 
UUNo. 26Tahun 2009. 

(2) .. (3) 
(3) .. 

5 Prinsip Yang Dianut Bagian Keempat Bagian K-.at IJudul bagian keempat 
Dalam Penetapan Prinsip Penetapan Struktur dan Besamya Tari'Relribuli Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Slruktur dan Ilesamya Tarif RBlribuli disempumakan. 
Struktur dan Besarnya 
Tarif RelJibusi 

( 
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6 Struktur dan Besamya 
TarifRetribusi (1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

Pasal23 
Besarnya +al!aIl retribusi TeJl1lat Pelelangan lkan ditetapkan 
sebesar 6 % (enam persen) dan harga leIang yang diletapkan pada 
saat itu, tanpa ada tambahan dalam bentuk apapun. 
" dsl 

ds1 
" dsl 
a. ~,~i" f~l:Ia I~N Rei dys Ii~a fieRieR) disetor ke Kas 

Daerah untuk Pemerintah Daerah setempat sebagai 
Pendapatan Daerah; 

b. .....dst 

c. ..".ds! 
.." ...dst 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

Pasal23 
Besamya Tarif retribusi Tempat Pelelangan lkan ditetapkan sebesar 6 % (enam 
persen) dart harga Ielang yang ditetapkan pada saal ilu, tanpa ada tambahan 
dalam bentuk apapun. 

ds! 
ds! 
ds! 

a. 2,25 % (dua korna dua Uma persen) diselDr ke Kas Daerah untuk Pemerintah 
Daerah setempat sebagai Pendapatan Daerah; 

b. "".ds! 
c. " ...dst 
"..dst 

Pasal 23 ayal(1) ayal (4) huruf 
adisempumakan. 

Tala Cara dan Wilayah 
Pemungutan I (1) 

7 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

Tala Cara Penyelesaian 
Keberatan I (1) 

8 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

Pasal25 
Pemungutan Retribusi tidak dapat diboronglc.an. I (1) 
Retribusi ditelalillaR dengan menggunakan SKRD atau Dokumen (2) 
lain yang dipersamakan. 
9SFdaeMillA gKRIl sebagaimana dimaksud pada a(at (2), I (3) 
R8tFi~l:I&i ~ilulRglft saFi waji4J REMFiIiY&i.
 
PeiaiisiR8aA ~e"'I:IRiwtaA RelfihYsi 'lapsFhaA kepaia iihlpiii. I(4)
 
PeAl_FilA MeAgeR. ilQRwk FSFrAl4ir yaRS! iigYAaliQA S8R tata
 (5) 
cara pemungutan eBfta peRyeleFaA Retribusi diatur dengan 
Peraturan Bupati 

Pasal30 
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan alaS I (1) 
SKRD dllA g:rRIl. 
Perrnohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (2) 
disBJl1laikan secara terMs kepada Bupati alau Pejabat yang 
dilunjuk paling 1an1a 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD daA 
~, kecuali ada a1asan yang dapat dipertanggungjaNabkan. 
Pengajuan keberatan tidak menunda pelllsayaraA. I (3) 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada a(at (1J dan a(at (2) 
diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang dilunjuk dalam jangka I (4) 
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan 
keberatan diterima. 

PS_~SAaA Bupati alaS keberatan sebagaimana dimaksud pada I (5) 
a(at (4) dapat berupa menerima se!uruhnya atau menambah 
besamya Rebibusi yang terutang. I (6) 
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
apabila Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka 
keberatan yang diajukan tersebut diang~ap dikabulkan. 

Pasal25 
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang 
dipersamakan. 
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada a(at (2), ~ 

berupa karcis, kupon dan kartu lanooanan. 
Hasil oemungutan retribusi diselDr secara bruto keKas Daerah. 
Tala cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati 

Pasal30 
Wajib Retribusi dapal mengajukan permohonan keberatan alaS SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada a(at (1) disampaikan 
secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling 1an1a 2 (dua) 
bulan sejak tanggal SKRD, kecuali jika wajib retribusi ter1en1u dapat menunjukan 
bahwa jangka waktu itu dapal dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 
Pengajuan keberatan tidak menunda kewaiiban rnembavar Retribusi dan 
Pelaksanaan oenagihan retribusi. 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal(2) diputuskan oleh 
Bupati atau Pejabal yang ditunjuk dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak langgal penmohonan keberatan diterima dangan menerbitkan Sural 
Keputusan Keberatan. 
Keputusan Bupati alaS keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapal 
berupa menerima seluruhnya atau menambah besamya Retribusi yang terutang. 
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila Bupati tidak 
memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan. 

Pasal 25 olSBmpumakan sesuai 
ketentuan Pasal 160 a(al (1), 
ayal (2) dan a(al (5) UU No. 28 
Tahun 2009 dan Pasal122 ayat 
(4) dan Pasal 188 Permendagri 
No. 13 Tahun 2006 
sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakl'ir dengan 
Pennendagri No. 21 Tahun 
2011 

Pasal 30 disempurnakan, 
sesuai ketentuan Pasal 162 
ayal (1), a(at (3) dan a(at (5), 
Pasal163 ayal (1), ayat (3) clan 
ayat (4) UU No. 28Tahun 2009 
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9 Tala Cara Pembayaran, 
Penyetoran dan Sanksi 
Administrasi 

(1) 
(2) 

(3) 

Pasal31 
PeFR6lB¥8FaA retFi~u6i slet:. 'A'ajii RelFi~u&i dilc*ukan secara b.mai. 
l-IasR ,SA8RFRa8A f8i:ilJwsi 681i8laiA!t8Fla ~jFAak6 ..~ ,aEla &yet: (1) 
ili&eter 1(8 Kse Qser:ah 8esHai &eAgaR k&teAWSA Pil&a1 ~3 ayat ~ 

hUM adaR hUM II. 
Tala cara pembayaran, ternpat pembayaran daR peRyeleraR 
FelFi8IIei diletapkan dengan Peraturan Bupati. 

(1) 
(2) 

(3) 

Pasal31 
Retribusi yang terhu1ang havs dilal<ukan secara tunal. 
Pembayaran relribusi terhutang sebagaiaman dimaksud Dada avat !1l dilal<Usan 
selambat-Iarnbatnya 7 (tuiuhl hari sejak dilertlilkannya SKRD ckiumen lain yang 
diDersam!lsan. 
Tala cara pembay<ran, penentuan ternpat pembayaran a!!!lSuran dan Denundaan 
Dembayaran relribusi dilelapkan dengan Peraluran Bupati. 

Pasal31 disempumakan. 

(1) 

(2) 

PasaI32 
Dalarn hal wajib relribusi tidal< membayar tepat palla waklunya, 
dikenaf(an sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 
parsen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidal< alau kurang 
dibay<r dan ditagih dengan menggunakan STRO. 
QYRBa aebagaimana dimaksud pada ayal (1) dikenakan paling lama 
24 (dua pUluh empat) bulan sejaf( keter1arnbatan dan disetorkan ke 
Kas Oaerah. 

(1) 

(2) 

Pasal 32 
Dalam hal wajib relribusi tidaf( mernbayar tepal pada waktunya atau kurana 
membayar, dlc.enal<an sanksi administrasi berupa bunga sebesa 2% (dua parsen) 
setiap bulan dari relribusi terulang yang tidal< aIau kurang dibayar dan dilagih 
dengan menggunakan STRO. 
Sanksi administrasj sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dikenakan paling lama 
24(dua puluh ernpat) bulan sejak keteriambatan dan disetorkan ke Kas Oaerah. 

Pasal 32 disempumakan. 

10 Tala Cara Penagihan 
(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(1) 

I (2) 
(3) 
(4) 

(5) 

Pasal33 
Retribusi yang terulang alau kurang bayar oIeh Wajib Retribusi 
pada wa!ctunya, dikeluarilan Surat TeguranlPeringatanisurai lain 
yang sejenis sebagai 8\\'al tiRdakaR pelaksanaan penagihan 
Retribusi segera setelah 7 (Tujuh) hari sejal< jatuh tempo 
pembayaran. 
.... 
.... 
..... 
.... 
Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), (2), (3), 
(4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati 

Pasal34 
Hak untuk mela1<ukan penagihan relribusl, kedaluwarsa setelah 
meiampui jarIftka waklu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terulangnya relribusi, kecuali apabila wajib retribusi melaf(ukan 
tindak pidana dibidang relribusL 
.... 
.... 
Pengakuan ulang retribusi secaa langsung 6e~llBiFRaRa dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, adaJah wajib retribusi dengan kesad<rannya 
menyalakan masih mempunyai u1ang relribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Oaerah. 
.... 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

Pasal33 
Penagihan Retribusi yang terulang yang tidak alau kurang bayar oleh Wajib 
Retribusi pada Waktunya, dikeluarilan Surat TeguranIPeringatan/surai lain yang 
sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Relribusi segera setelah 7 
(fujuh) hari sejak jaluh tempo pernbayaran. 
.... 
.... 
..... 
..... 
Tala cara penagihan dan oenerbitan sural teguran!pemungutan!peringatanlsural 
lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diatur 
dengan Peraturan Bupati 

Pasal34 
Hak unluk melakukan penagihan relribusi menjadi. kedaluw.-sa setelah melampui 
waklu 3 (tiga) Iahun leIhitung sejak sast terulangnya relribusl, kecuali apabila wajib 
relribusi melaf(ukan tindak pidana dibidang relribusi. 
.., 
.... 
Pengakuan ulang retribusi secaa langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
huruf b, adalah wajib relribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang rebibusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
.... 

Pasal 33 ayal (1) dan ayal (6) 
disempumakan. 

Pasal 34 ayal (1) dan ayat (4) 
disempumakan. 

-­

(
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11 Insenlif Pemungutan Pasal40 
(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Rellibusi dapat 

diberikan Insenti! alas dasar pencapaian kine~a tertentu, 
(2) Pemberian insenlif sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 

d~etapkan 1'1181ol1SIwi Anggaran Pendapatan dan Balanja 
Daerah, 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentK sebagaimana 
dimaksud peda ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang 
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku 

Pasal41 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 15 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (liga) bulan atau 
denda paling banyak Rp,50,OOO,000,OO ( lima puluh juta 
rupiah ), 

(2) Wajib Retribusi yang lidak melaksanakan kewajibannya 
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 
kurungan panng lama i (aRSI'II) bulan atau pidana denda 
paling banyak 3 (tiga) kan jumlah Retribusi terutang yang 
lidak atau kurang dibayar. 

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
I ayat (2) adalah pelanggaran, 
I (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

merupakan penerimaan negara, 

12 Ketentuan Penyidikan Passl42 
(1 ) ~9laiA ~Qja8at P9R)'isilt b1mld~ )CiRI 9sFtwgas AUJAyisik 

tl~"ak pl~aFlaj pSRvidikaA etas tiR~8k ~idaAa &99agai~aAa 
Gll'IIsll&WS Ilslslol1 P8ra1l11'01R Qaa~11 iRi Gapst jW8s silakwksR 
alal1 P8Rylsill p88s...s1 NasaR 8ipil ( PPM. ) Gi IIRSllwRssR 
PQl'lla~Rtel1 Qsa~1l ySRS paR8eRsilalaRRYs llitetspkSR 
89811181 ~9RgaA P&HJtWFaA PSRJAaiilAg ..RaMSiR yaAi 
1ialI8lw, 

(2) Qala~ ~9!a.ksaAakaA t"89& f)9RyiSMtQR; PGAyiflilt P9SQ\\'Qi 
NasaR 81pft &a9S8Silol1iif1e siRilsk&wG pSGe ii¥st (1) 

....."" ,9Sn.,eRiR8 . 
a. menelima laporan atau pengaduan dari seorang 

tentang adanya lindak pidana; 

Pasal40 
(1)	 SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insenlif 

atas dasar pencapaian kine~a tertentu, 
(2)	 Pemberian Insenlif sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
(3)	 Tata cara pemberian dan pemanfaatan insenlif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan Bupali yang berpedoman pada 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

Pasal41 
(1)	 Setiap orang yang melanggar kelentuan sebagalmana dimaksud dalam 

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Passl 15 diancam pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp,50.000,000,OO ( lima puluh 
juta rupiah ), 

(2)	 Wajib Retlibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama !l!!9ID. bulan atau 
pidana denda paling banyak 3(liga) kali jumlah Retlibusi terutang yang tldak 
atau kurang dibayar. 

(3)	 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 
pelanggaran, 

(4)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan 
penerimaan negara, 

Pasal 40 ayat (2) 
dlsernpumakai. 

Pasal 41 ayat (2) 
disempumakan sesuai 
ketentuan Pasal 176 UU No, 
28 Tahun 2009 

Pasal42 
ayat (1) dan ayat (2) 
disempumakan, sesuai 
ketentuan Lempiran II ArlQl<a 
219 UU No. 12 Tahun 2011. 
dalam merumuslcan kelenluan 
yang menunjuk pojabat 
lettentu sebegal PPNS 
diu,ahakan egar lidak 
mengurangi kewenangan 
penyidlk umum unluk 
melakukan ponyidlkan, 
Ayat (3) dlubah menjadi ayat 
(4) se,ual ketentuan Pasal 
173 UU No, 28 Tahun 200l 

\	 \.
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b.	 melakukan tindakan pertama pada saat itudilempat kejOOian I (3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud palla ayal(1) OOalah: 
dan melakukan dan melakukan peme!iksaan; a.	 menerima, mencai, mellQ\lllllulkan dill menelili keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang rebibIJsi agar kelerangan atau 
pengenal din tersangka; 

c.	 nnenyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
laporan tersebut menjadi Jebih Iengkap dan jelas; 

d.	 rnelakukan penyitaan benda danlatau sural; b.	 meneliti, mencari dan menguflllulkan kelerangan mengenai orang pnbadi atau 
bOOan tentang kebenaran perbuatan yang dKakukan seh~bungan dengane.	 mengambil sidik jan dan nnemotret seseorillg; 

f.	 memanggil orang untlJ( didengar dan diperiksa sebagai tindak pidilladibidang rebibusi daerah tersebut 
tersangka atausaksi; c. meminta keterangan dan balan bukti dati orang atau badan sehubungan 

g, nnendalangkan orang ahIi yang diperlukan dalam hubungan dengan tindak pidana dibidang retibusi daerah; 
dengan pemeriksaan perkara; d.	 memeriksa bllku, caIalan dan dokumen lain bErkenaan dengao tindak pidana 

h.	 nnengadakan penghentian penyidikan setelah nnendapal dibidang retribusi daerah; 
petunjuk dan penyidik umum bahwa idak lentapat euk~ e. melakukan penggeledahan unluk mendapaikan bahan bukti dati pembul(Uan, 
bukti. atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pencataIan, dan dokumen lain sella melakukan penyitaan terlladap barang 
dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal bukti tersebut 
tersebut kepada penunM umum, tersangka atau f. meminta bantuan tenaga ahli daiam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
kelual1lanya; dan tindak pidana dibidang rebibusi daerah; 

g. menyuruh berhenti danlatau melarang seorang nneninggalkan ruangan atau 
dipertanggungjawabkan. 

i.	 mengadakan tindakan lain nnenuM hukum yang dapat 
tempat palla saat pemeriksaan sedang beriangsung dan rnemeriksa identilas 
orang, benda dan/atau doklm!!n yang dibawa;(3) PeA~dik Pegal"ai NeieR gip~ &B~agiR18Aa ~ifRalQiY. pada ayat 

h.	 memotret seseorang yang ber1laitan dengan tindak pidana libidang rebibusi(1) 1¥181a1i6BAakil:R wRae dBR weMA8RtJ4'l¥8 688uai d8A8aA 
daerah;IU.JWSR yaA8 iiatYr ~al8FR Kitah bJASSAB blASSAI t-!WIEWIII A8_ 

i.	 mernanggil seseorang untuk didengar kererangannya dan dilefjksa sebagai 
tersan91a dan silksi; 

PillaAa. 

j.	 menghentikan penyidikan; daniataIJ 
k.	 melakutcan tindakan lain yang periu untuk kelanc<l'an penyidikan tindak pidana 

dibidang rebibusi daerah sesuai dengan kerentuan perundang-undangan. 
(4)	 Penyidik sebagaimana limaksud pada ayal (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan penyamplikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalul 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan kerentuan yang diatur 
dal<l'n Undang-Undang Hukum Iv;;ara Pidana. 
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Pada akhir kolom penetapan 
dan pengundangan tunbahkan 
frase Nomor register sesuai 
kelentuan Permendagri No. 80 
Tahun 2015 
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